BAB IV
ANALISISPENDAPAT Al-IMAM AI-MAWARDI TENTANG WARIS

KHUNTSA MUSYKIL

A. Analiss Terhadap Pendapat Al-Imam Al-Mawardi Tentang Waris
Khuntsa Musykil

Setelah penulis memaparkan secara keseluruhanngempasaka
(waris), baik mengenai rukun, syarat, batalnya kaustan aspek-aspek yang
lainnya serta pendapat yang di sampaikan olehuyanaa’dan khususnya Al-
Imam Al-Mawardi tentang warisakhuntsa musykilmaka pada bab ini
penulis akan mengemukakan analisis secara khususdep pendapat Al-
Imam Al-Mawardi tentanghuntsa musykserta implikasinya.

Dalam bab sebelumnya yaitu bab Il telah penuliasj@an pendapat
Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabny#&l-Hawi Al-Kabir mengenai ketentuan
waris bagi khuntsa musykil Al-ilmam Al- Mawardi berpendapat bahwa
dalam madzhab Al-Syafi'i menentukan hak wéadsintsa musykipertama
brdasarkan ketentuan hadis yang menyebutkan, bpbnetapan kewarisan
orang banci menurut cara / jalan kencingnya ada@lah menjadi
kesepakatan atau ijma’ para fugaha dan juga fgradlikemudian diteliti
terlebih dahulu yang lebih berfungsi, zakarnya dgajinya, teliti pula tanda
kedewasaannya, bila sudah dewasa sdxal@gical.

Bila khuntsatalah jelas status hukumnya, maka sudah dapaitakizn

apakahkhuntsatersebut berjenis kelamin lelaki atau perempueketika itu
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pula berlakulah hukum lelaki atau perempuan bagidgam segala hal,
seperti auratnya, shalatnya, perkawinannya, peagayh dan dalam hal
kewarisannya.

Apabila tanda-tanda di atas bisa diketemukan demgadah, maka
jelaslah statukhuntsatersebut ( laki-laki tau perempuan), ini disekiitintsa
ghoirul musykil. Tetapi apabila setelah diteliti tanda-tanda tersehasih
meragukan, maka ia di setbkituntsa musyki.

Mengenai ketentuan kadar perhitungan waris lxhgintsa musykil
para ulama’ ahli faroi’d ikhtilaf (mencari jalan keluar) dengan
mengidentifikasi perkiraan sebagi laki-laki dan agdi perempuan. Tapi
kemudian mereka berselisih pendapat dalam menesimakgiankhuntsa
musykilsetelah di ketahui dua pekiraan.

Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabny&l-Hawi Al-Kabir, menegaskan
bagaimana ketentuan kadar penghitungan waris Kiagitsa musykitlalam
kalangan madzhab Syafi'iyah adalah bagian setidipvadris dankhuntsa
diberikan dalam jumlah yang paling sedikit. Karggembagian seperti ini
lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris. Sedamglsisanya (dari harta
waris yang ada) untuk sementara tidak dibagikamad&pnasing-masing ahli
waris hingga telah nyata keadaan yang semestimyah|pendapat yang

dianggap paling rajih (kuat) di kalangan ulama’ fBiyah.

shm 6l Ll Caded dipe (3 eleidll L) i SISt S O

! Muslih Maruzi,op. cit, him. 86.
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“Adapun khuntsa musykil para fugaha’ berbeda peradapengenai
kewarisannya di dalam madzhab Al-Syafi'i khuntsmdapat lebih
sedikit dari bagian waris laki-laki, atau perempuddan ahli waris
yang bersama khuntsa mereka diberi bagian lebihikgedari
bagian waris laki-laki atau perempuan. Dan di tanbgan sisa
pembagian warisnya sampai ada kejelasan dari sstduntsa
tersebut”.
Menurut pendapat Al-lmam Al-MawardBesungguhnya orang yang
mewaris itu (pewaris) tidak bisa mendapat haknyaulali dengan ketentuan

sesungguhnya, tidak dengan keragu-raguan.”.

SO A 093 el V) agY ol ol

“Sesungguhnya warisan tidak bisa di miliki, kecualengan
kejelasan sesungguhnya, tidak dengan keragu-raguan”
Memberikan bagian sedikit kepadduntsa musykidan ahli waris
kemudian menangguhkan yang di ragukan dalam pesmnbatyi lebih baik
dan lebih meyakinkan karena ada dua sebab
Sebab pertama, orang yang mewaris tidak bisa mahtag warisnya,
kecuali dengan ketentuan yang pasti dan meyakitkapa adanya keragu-
raguan di dalamnya. Jelas bagaimana melihat pendapakalanga ulama’

Syafi'iyah tentang penangguhan harta, bahwa panmgan dua perkiraan

2 Al-Mawardi, loc, cit.,him. 169
% Ibid., him. 169
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masih dalam tahap perkiran, guna mengantisipasitusetjenis kelamin
khuntsaakan lebih meyakinkan bagi ahli waris.

Sebab kedua, pada dasarnya semua hukum itu tidakdijalankan
kecuali dengan yakin begitu pula mengenai ketentudeum waris tersebut
haruslah dengan yakin. Tentunya sebab kedua inialdammemperjelas
kententuan penangguhan harta bddgintsa.Semua hukum harus dijalankan
dengan penuh keyakinan begitupula mengenai hukums waaruslah
meyakinkan pembagiannya bagi para ahli waris.

Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj dijelaskan juga mengenai

penangguhan harta waris b&buntsamusykil

4 gl an s
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“Dan hak ahli waris lainnya (bersama dengan khuntga di tahan
untuk yang diragukan di dalam pembagiannya, selangelas
ketentuanya”.

Jelas dalam dua kalimat di atas bahawaskhyatsaberhak atas waris,
namun dari pembagian itu haruslah ada bagian yargiséa untuk
ditangguhkan hingg&huntsatersebut jelas keadaannya. Jadi para ulama’
Syafi'iyah sepakat adanya penangguhan harta dalembagian waris
khuntsa musykiltersebut. Sesuai dengan pendapat madzhab Al-Syafi'i

bahwa, kadar penghitungan waris bklguntsa musykiadalah bagian setiap

ahli waris dankhuntsadiberikan dalam jumlah yang paling sedikit. Karena

4 Asy-Syarbinyop. cit, him. 51.
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pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tigp-tahli waris. Sedangkan
sisanya (dari harta waris yang ada) untuk semetitzak dibagikan kepada
masing-masing ahli waris hingga telah nyata keagaag semestinya.

Maksud makna memperlakukannya dengan yang lebikitsiediah bila
ia mewarisi dalam setiap keadaan dan pewarisnyagselperempuan lebih
sedikit, maka ia pun dianggap perempuan. Bila nvear@ésnya sebagai laki-
laki lebih sedikit, maka ia pun di anggap laki-laBilamana dalam kedua
anggapan itu ia tidak mendapat waris maka nihibagiannya. Begitupula
jika salah seorang pewaris tidak mendapat apa-apaimakhuntsadengan
menganggapnya laki-laki dan perempuan. Inilah pestdgang di andalkan
menurut madzhab Al-Syafi'i dan itulah yang di isgt&an oleh penyusun
MandhumatuiRahbiyahdalam perkataan:

Jika khuntsa yang berhak atas harta dan jelas kd@amrmya maka

bagilah dengan yang lebih sedikit berdasar keyakintantu kau

peroleh hak yang jelas dalam pembagfan.

Namun dengan itu haruslah menangguhkan sisa dara Ipausaka
tersebut hingga menunggu jelas bagaimana setatosiskdannya, dan
menjadi lebih jelas bagiannya.

Dalam beberapa pendapat fuqoha’, madzhab lainngayabutkan
beberapa pendapat yang berbeda dengan pendapahabadl-Syafi'i

diantaranya:

> Muchamad Ali Ash-Shabunijmu Hukum Waris, Menurut Ajaran IslarSurabaya:
Mutiara llmu, 1992, him. 170-171.
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Pendapat yang di kemukakan oleh Abu Hanifah, AbwsuYudan
diikuti oleh KUHW Mesir ialah:

Memberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraatara laki-laki
dan perempuan kepa#thuntsa musykildan sisanya kepada ahri waris lain.
Maksudnya apabila di perkirakan laki-laki ternybtagiannya lebih kecil dari
pada kalau di perkirakan perempuan, makdngntsadi beri bagian laki-laki

begitulah sebalikny4.
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“Didalam madzhab Hanafiyah, pada fatwanya mengankigietapan

untuk khuntsa musykil itu lebih sedikit bagiannya”.

Maksud dari pendapat di atas ialah setddabntsadiprkirakan antara
dua perkiraan laki-laki dan perempuan lehuntsadi berikan bagian terkecil,
pendapat ini hampir sama dengan kalangan madzlethifh namun dalam
hal ini tidak ada sisa harta yang di tangguhkaambh halnya imam hanfi
menentukan, untuk menunggu terlebih dahulu kejelas&huntsa tersebut,
tapi jika masa tunggu telah berakhir nankluntsapun tetap belum jelas
(khuntsa musyRil maka perhitungannya seperti penjelasan di aesjas

dengan ketentuannya.
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354.

® Muslih Maruzi,loc. cit
" Muhamad Mustafa SalbyAhkam Al-Mawaris, Al-Figh wa Al-QonuBeirut: 1978, him.



67

“Imam Malik pernah ditannya tentang khuntsa, makialmam Al-
Malik berkata, saya tidak tau tentang khuntsa bdikntsa itu laki-laki
maupun perempuan, di dalam suatu riwayat Al-ImamMaAlik

menjadikan khuntsa itu laki-laki, juga dalam suatuayat dari Imam
Malik bahwa khuntsa itu di beri separoh waris l#kiki dan separoh
waris perempuan, dan ini juga perkataan dari lbnbAb, Sa’abiy, Ibn
Abu Lail, dan yang paling terakhir adalah perkataderi Abu Yusuf”.

Sedang dalam pendapat madzhab Malikiyah di sebugibwa bagian
waris untukkhuntsa musykilalah Orangkhuntsaitu di beri bagian rata-rata
dari dua bagian, maka masalah itu dipecah menjzalillemudian bagian itu
di satukan dalam kedua masalah dan di bagi dualnyesitulah yang
menjadi bagiakhuntsa’

Maksud dari pendapat madzhab Al-Maliki diatashddauntsatersebut
mendapat separoh dari bagian ahli waris lainnya, jdga tak menyisakan
harta untuk ditangguhkan pula. Maksudnya, mula-npgamasalahannya
dibuat dalam dua keadaan (laki-laki dan perempua@mudian disatukan dan
dibagi menjadi dua, maka hasilnya menjadi hak/elignantsa

Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis pendagetgan
mengelompokkan masing-masing pendapat ulama’-ulanmadzhab
mengenai konsep kewaris&huntsamusykil tersebut secara ringkas, guna
mencari kesimpulan setiap pendapat satu samalabag@mana yang sesuai

dengan pembahasan penulis mengenai ketentuantatentkonsep

kewarisannya.

8 Al-Mawardi, loc. cit., 169
® Muchamad Ali Ash-Shabunip. cit.,him. 169.
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Adanya perbedaan pendapat antara ulama’-ulamazimaadmengenai
kewarisankhuntsa musykilsesuai dengan penjelasan-penjelasan yang telah
dipaparkan diatas, penulis membuat tabel pengelkkapopendapat sesuai

ulama’ madzhab masing-masing dengan keterangarakeg@n di dalamnya.

Lebih jelasnya seperti tabel di bawabh ini:

No Menurut Bagian Dengan ketentuan Keterangan
Madzhab | Khuntsa Musykil
dan Imam dan Ahli waris
1. | Syafi'iyah Mereka diberikarl. Jika hasil dual. Kalau
bagian yang perkiraan, kemudian
terkecil dan yang berlebih kurang, persoalan s
meyakinkan  dar] mereka diberikan khuntsa
dua perkiraan lakit bagian yang menjadi
laki dan| terkecil. jelas, jumlah
perempuan, P. Jika hanya yang
sehingga menerima ditahandiberi
menyisakan harta menurut salah kan kepada
untuk di| satu perkiraan yang berhak.
tangguhkan. saja, mereka&. Kalau tidak
diberi bagian menjadi
yang meyakinkan| jelas, harus
3. Jika hasil dua diadakan
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perkiraan sama, perjanjian
tidak adal tawahub
persoalan.
Hanafiyah [1. Khuntsa . Jika si khuntsaJika perkiraan
Abu Yusuf mendapat terhijab, tak perly tersebut
Qanun bagian yang diberi. meleset
Al-mawarist| terkecil dari2. Jika dalam suatudengan
(K.U.H.W. dua perkiraan kondisi dapat kenyataannya,
Mesir) laki-laki dan| mempusakai dappembagian
perempuan. dalam kondisi semula
2. Bagian yang yang lain tidak dibatalkan,
terbesar dari dapat dirubah
dua perkiraan mempusakai, takdengan
laki-laki dan| perlu ada yangpembagian
perempuan. ditahan untuknya| yang baru.
Malikiyah Separoh jumlafi. Jika hasil dua
dua perkiraan lakit perkiraan

laki dan

perempuan.

. Jika hanya
menerima
menurut salal

berlebih  kurang
diberi Ys

duaperkiraan.

1
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satu perkiraan
saja, diberi Y3
nya.

3. Jika hasil dua
perkiraan sama
diberi salah

satunya.

Di dasari dari sebuah hadist dan juga sudah meekgsgpakatan para
ulama’(jma’) mengenai ketentuan waris badiuntsamelalui tanda-tanda
yang telah di sebutkan sebelumnya, para ulama’ Neuikhtilaf mengenai
penghitungan waris baghuntsa ketikakhuntsatetap pada kemusykilannya
terhadap istinbath hukum yang ada. Para ulamahwituuntuk berijtihad
terhadap masalah yang memang tidak terdapat dalaar-dasar hukum yang
telah ditetapkan.

Melihat pemaparan tabel di atas mengenai perbeddsitaf para
ulama’ Madazhab dan pembahasan yang dikhususkaadeg pendapat
ulama’ Syafi'iyah yang dalam hal ini dikhususkamy@hasannya dalam
kitab Al-lmam Al-mawardi, penulis lebih cenderungpakat terhadap
pemikiran dan ijtihad para ulama’ Syafi'yah dan pgaran pendapat Al-
Imam Al-Mawardi tentang penentuan kadar penghitangaris bagkhuntsa
musyki] dengan ketentuan bagian setiap ahli waris klamtsadiberikan

dalam jumlah yang paling sedikit, sedangkan sisddga harta waris yang
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ada) untuk sementara tidak dibagikan kepada masagjng ahli waris
hingga telah nyata keadaan yang semestinya.

Konsep penghitungan warkhuntsamusykil sesuai dengan apa yang
dijelaskan Al-lmam Al-Mawardi sesuai dalam konsepghitungan madzhab
Al-Syafi’i seperti contoh penempghitungan wakisuntsamusykildi bawah
ini:

Apabila seorang meninggal dunia, ahli warisnyaitiedari, anak laki-
laki dan anakkhuntsamusyki|] harta warisannya sejumlah Rp 24.000.000,-
dengan penghitungan dua perkiraan, diperkirakanld&k dan diperkirakan
permpuan, bagian masing-masing adalah:

1. Dengan perkiraan laki-laki

Ahli waris Bagian| Asal Penghitungan | Penerimaan
Masalah | hak waris harta waris
Anak laki-laki Yo 24 24 X Yo 12. 000.000,-
Anak khuntsa 1/3 - 24 x 1/3 8.000.000,-
Jumlah 20.000.000,-

Dari hasil pembagian tersebut masih ada sisa hsetsesar (Rp
24.000.000,- - Rp 20.000.000,-) = Rp 4.000.000sa sharta tersebut
ditangguhkan hingga setatus khuntsa tersebut mejgks atau kalau si
khuntsamasih tetap diragukan maka ditawajubkan antaraveduiis, islah
adanya perdamaian para ahli waris (diselesaikanuraekesepakatan abhli

waris).
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2. Dengan perkiraan perempuan.

Ahli waris Bagian| Asal Penghitungan | Penerimaan
Masalah | hak waris harta waris
Anak laki-laki 2/3 24 24 x 2/3 16. 000.000,
Anak khuntsa 1/4 - 24 X Ya 6.000.000,-
Jumlah 22.000.000,-

Dari hasil pembagian tersebut masih ada sisa hsetsesar (Rp
24.000.000,- - Rp 22.000.000,-) = Rp 2.000.000sa sharta tersebut
ditangguhkan hingga setatus khuntsa tersebut mejgks atau kalau si
khuntsamasih tetap diragukan maka ditawajubkan antaravedniis, islah
adanya perdamaian para ahli waris (diselesaikanuraeikesepakatan ahli
waris).

Penulis sependapat dengan pendapat dan alasanaAl-lhMawardi
diatas, menurut penulis hal tersebut sesuai depgasip penetapan hukum
waris dan hukum syara’ lainnya. Menetapkan suatkuimu haruslah
meyakinkan dan jauh dari keragu-raguan. Yang padarnya kehati-hatian
itu lebih meyakinkan demi kemaslahatan, dengaraalgang tepat, menurut
penulis penerapan kadar penghitungan waris klagatsauntuk membagikan
harta yang terkecil kepadduntsadan ahli waris dengan menangguhkan sisa
harta pembagian tersebut lebih meyakinkan kepatpsghli waris, sampai
jelas setatughuntsatersebut laki-laki atau perempuan kemudian ditagik

terhadap ahli waris yang berhak. Apabila set&tustsatetap tidak menjadi
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jelas agar mencapai kemaslahatan bersama, maka diadakan perjanjian
tawahub(saling menghibahkan) para ahli waris, menuruupermal itu lebih
mencerminkan rasa keadilan tanpa saling merugik@nsama lain.

Penulis ingin menambai sedikit keterangan lain rdajgenyelesaian
setatus jenis kelamirkhutsa musykil,di massa modern saat ini dunia
kedokteran jelas semakin maju dan canggih dengaalapen-peralatan yang
ada pada saat ini beberapa masalah kedokterarhwwdpastilah dapat di
selesaikan. Seperti masalkhuntsa musyki{orang yang memiliki dua alat
kelamin sekaligus/vagina dan penigysebut, Secara medis jenis kelamin
seorangkhuntsadapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak saemgan
bagian dalam, misalnya jenis kelamin bagian dada@ialah perempuan dan
ada rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin ielak memiliki penis atau
memiliki keduanya ( penis dan vagina), ada jugagyaremiliki kelamin
bagian dalam lelaki, namun dibagian luar memilikigwna atau keduanya.
Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sanmafeartinya seseorang
itu tampak seperti perempuan tetapi tidak memputglaang vagina dan
hanya lubang kencing atau tampak seperti lelakitidgk memiliki penis:’

Dengan ketentuan jelas bagaimana ketika tanda-tgadg telah di
parparkan dalam bab sebelumnya oleh para Farodidapat di ketahui
dengan benar-benar jelas. Maka dapatlah di pastikagoprasian penentuan
salah satu alat kelamin tersebut sesuai dengantusgpu di atas. Adapun

konsekuensi hukum penggantian kelamin adalah sebaglut:

19 |snet Media, http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/lslanaris/Banci.html.
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Apabila penggantian kelamin dilakukan oleh sesepiangan tujuan
tabdil dan taghyir (mengubah-ubah ciptaan Allahakanidentitasnya sama
dengan sebelum operasi dan tidak berubah dari lselgum. Menurut
Mahmud Syaltut, dari segi waris seorang wanita yarelakukan operasi
penggantian kelamin menjadi pria tidak akan mererfragian warisan pria
(dua kali bagian wanita) demikian juga sebaliknya.

Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada mgorngang
mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamindgandengan tujuan
tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaam)sésuai dengan hukum
akan membuat identitas dan status hukum orangbtgrsmenjadi jelas.
Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalail-Figh al-Islami wa Adillatuhubahwa
jika selama ini penentuan hukum waris bagi oranggyaerkelamin ganda
(khuntsa didasarkan atas indikasi atau kecenderungan ddéat tingkah
lakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi giau wanita, hak waris
dan status hukumnya menjadi lebih teda®an menurutnya perbaikan dan
penyempurnaan alat kelamin bdgdiuntsa musykisangat dianjurkan demi
kejelasan status hukumnya.

Jadi status kewarisannya dengan berpedoman pa#asnfisik bukan
kepada jiwa, sepanjang cara tersebut tidak sugdikalkan. Bila orandgthuntsa
talah jelas status hukumnya berarti ia hukumnyakiedtau perempuan, maka
berlakulah hukum lelaki atau perempuan baginyandaagala hal, seperti

auratnya, shalatnya, perkawinannya, kewarisannyargaplannya dan

1 Wahbah Az-Zuhaili dalaml-Figh al-Islami wa Adillatuhu(Beirut: Dar al-Fikr, 1984),
j- IV. him. 693.
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sebagainya. Dalam hal yang sudah jelas ini sebaikityohonkan putusan,
pengadilan tentang status hukumnya lelaki ataunmewan agar ada kepastian
hukumnya dan menghindari sifat mendua dalam pemgadsn jenis kelamin

yang sudah jelas ini kemudian ditegaskan dalanukdentitas seperti KTP,

SIM, ATM, dan sebagainya.

Namun semua itu pastilah ada pengecualianya bailkkesehatan dan
hal lain yang justru menimbulkan kemadharatan, tahdehuntsamemang
sangat jarang untuk kita temui apalagi menyangkasaiah kewarisannya,
tetapi alangkah lebih baiknya kita berfikir kedepdeami kemaslahatan
bersama. Penulis tetap lebih sepakat terhadap paindaAl-ilmam Al-
Mawardi dan ulama’ Syafi'iyah lainnya, karena mernupenulis kesuatu
hati-hatian lebih baik dari pada terjerumus kepkeésalahan yang bersifat

syar’i.

Analisis Terhadap Metode I stinbat Hukum Al-Imam Al-Mawar di
Tentang Waris Khuntsa Musykil
Istinbat merupakan sistem atau metode para ulaoa gnenemukan
atau menetapkan suatu hukum. Istinbat erat kaitamtgngan figh, karena
figh tidak lain adalah ijtihad para ulama’, dalarematukan suatu hukum.
Menurut Al-Iman Al-Syafi’i, ia tidak melihat pendapseorang tertentu
yang di pakai sabagdiujjah. Al-lmam Al-Syafi'i membolehkan menolak
pendapat para sahabat secara keseluruhan sertaukaslaijtinad untuk

mengistimbatkan hukum. Hal ini lantaran pendapaeke&merupakan ijtihad
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secara individual yang dilakukan person-person vyditak ma’sum.
Begitupula sahabat tersebut boleh menolak pendsgatbat lainnya, yang
berartimujtahidperiode berikutnya boleh menolak pendapat satabat.

Jelas pada dasarnya penjelasan penggunaan ijtihaihsy menurut
penulis ijtihad sudah di laksanakan jauh pada masdembat terdahulu,
setelah Rasulullah saw wafat. Namun seorangtahid, bukan sembarang
harus melalui ketentuan yang telah di syaratkarukumhenjadi seorang
mujtahid dalam berijtihad. Oleh karna itu ijtihacerupakan salah satu jalan
untuk memecahkan sebuah masalah hukum untuk kemateta umat
tenyunya, seorang ahli hukum mengerahkan segalarkpoean yang ada di
dalam mengistinbathkan yang amaliyah dari daliitdang tafsiliy. Begitu
juga masalalkhuntsa musykiyang termasuk problegenetikamanusia, yang
menimbul kan kerancauan dalam permasalah menenhdgian warisnya,
dengan jalaitihadlah para ulama’memecahkannya.

Berdasarkan firman Allah SWT :
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12 Abdul Wahab Khalafloc. cit.
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Artinya :"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamau d
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan mekgdi
kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kam
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yanghgali
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yanglipg
tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mahget
lagi Maha Mengenal (Qs.Al Hujuraat, Ayat: 13)

Pada prinsipnya Allah SWT menciptakan manusia aathya jenis
kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Karenastiatus hukum yang di
berlakukan oleh agama terhadap seseorang dilinatkdadaannya secara
lahir, termasuk setatus hukum menurut jenis kelaial ini juga di jelaskan
oleh Rosulullah SAW dalam sebuah sabdanya, bahvwda perintah Allah
SWT menetapkan hukum berdasarkan fakta yang tarspding Allah SWT
menetapkan atau mengetahui segala yang tidak tamfaak tersembunyi.
(HR. dari Abu Sa’ad al-Khudri*

Berdasarkan sebuah hadist yang menetapan kewanigagkhuntsa
menurut cara / jalan kencingnya adalah telah meRggkpakatan atau ijma’
para fugaha dan juga faradliyun.
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Artinya :"Diriwayatkan dari Al-kalby dari Abi Soleh dari Ibnu
Abbas dari Nabi SAW., sesungguhnya nabi telah g#ian
tentang anak yang dilahirkan terdapat kelamin |kt

3 Departemen Agama RIAI-Quran dan Tafsirnya,Jakarta: Lembaga Percetakan
Departemen Agama RI, 2009, Jilid, 9, Juz, 26, Hh@.

Y“Abdul Aziz Dahlan Ensiklopedia Hukum Islandakarta: Ichtiar Baru Hoeve, 1996, J. 6,
him. 934,

15 Imam Al-Baehaki)oc, cit.
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dan terdapat kelamin perempuan Nabi SAW., berkata:
"di wariskan dari mana ia mengeluarkan air
kencingnya”. (HR. lbnu Abbas)

Menurut penulis dari hadist yang menjelaskan tepjalan kewarisan
khuntsa musykitersebut sudah menjadi patokan dasar hukum, kataa |
dalam Sunnah (hadist), ijma’ para fugaha'dan jtgyadliyun yang telah
disepakati merupakan dasar-dasar hukum, selaimdalaQuran tentang
masalah kewarisan, yang telah disampikan penjatgsadi bab sebelumnya,
begitu pula pada kalangan ulama’ Syafi'yah yangmahal ini di antaranya
adalah Al-lmam Al-Mawardi pada kitabnya sebagaigkepokok penulis.

Namun para ulama’ berbeda pendapat tentang camaatau konsep
pemberian waris terhaddghuntsa musykilDalam hal ini tentunya penulis
lebih pada pendapat Al-lmam Al-Mawardi dalam madizhal-Syafi’i
menegaskan bahwa pemberian waris ldagntsa musykialah lebih sedikit
(yang terkecil) dari bagian waris laki-laki dan lzag waris perempuan,
bagian setiap ahli waris dan banci diberikan dajamlah yang paling
sedikit. Karena pembagian seperti ini lebih meykdm bagi tiap-tiap ahli
waris. Sedangkan sisanya (dari harta waris yany @aatak sementara tidak
dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingtghtayata keadaan yang
semestinya. Seperti pada penjelasan yang telahaparkan dalam bab
sebelumnya, jelas itu menjadi sebuah ijtihad ularBgafiiyah untuk

menentukan pembagian waris bkiguntsa musyekil.
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Metode penggunaan hukum pada kaidah fighiyah Akimal-
Mawardi dan madzhab Al-Syafi'i, berdasarkan kaigeatkok yang telah di

sampaikan pada bab sebelumnya yaitu,

Palady i ¥ i
“Keyakinan, tidak hilang dengan keraguan”.

Dan sudah pula di jelaskan dalam bab sebelumnyaaalda intinya
Al-lmam Al-Mawardi berpendapat “sesungguhnya kesari itu harus jelas
dalam haknya tanpa adanya keragu-raguan, sejatjadgendapat Al-Imam
Al-Syafi'i, “bahwa segala sesuatu itu harus jelasentuannya tanpa adanya

keragu-raguan”, bahkan suatu perkara tidak bolé&kridkan kecuali yakin

begitu juga bab waris.

Loy O L;”L""‘"“ J G \.Aj %Al J93 el Y Y & ﬂ.&\ ol
Vals ops U6

“Sesungguhnya warisan tidak bisa di miliki, kecualengan
kejelasan, tidak dengan keragu-raguan. Dan apa ydingatakana
Al-imam Al-Syafi'i itu kejelasan, dan apa yangaldkan selain
dari Al-Imam Al-Syafi'i (yang tidak terdapat kegshn) adalah
keragu-raguan”(dalam hal ini mengenai masalah pdhgigan
waris bagi khuntsa setelah penghitungan dua perijira

18 Abdul Hamid HakimJoc. cit.
1 Abu Khasan Al-Mawardioc. Cit.
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Dalam kitab ;Mughni Al-Muhtaj”, Al-Iimam Al-Khatib Ash-Sharbini,
menegaskan suatu kaidah tentang keyakinan untulbgmgam waris bagi
khuntsa musykildan jauh dari keragu — raguan, karena kemusykjkan

tersebut.

Bim 3 0aidl L Y

“Dan apabila tidak jelas setatus khuntsa musykilakan harus di
lakukan dengan yakin di dalam hak kewarisan khuntsaykil”.

S A Gy T a1 S e egranle BT 0SSl 20 aasy
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“Khuntsa mendapat bagian waris lebih sedikit daglasn khuntsa, baik

itu laki-laki maupun perempuan dan menangguhkaa sésta yang di

bagikan, sehingga jelas setatus khuntsa itu”. Danperkataan Abu

Daud dan Abu Tsaur”.

Menurut Al-lmam Abu Daud dan Abu Ja’far Muhammad Barir at-
Tabari (225 H/839 M - 310 H/ 923 M), keduanya daadzhab Al-Syafi’,
bagian yang terkecil dari warisan di berikan kepselaua ahli warikhuntsa
sisanya ditangguhkan sampai ada kejelasan ataelpsaiannya di sepakati

secara bersama antara ahli waris lainnya.”"Dalambpgman harta yang

terpenting adalah prinsip keadilaf?".

18 Asy-SyarbinyJoc. cit.
19 Al-Mawardi, loc. cit.
2 Abdul Aziz Dahlanpp. cit, him. 935.
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“ilat hukum bersesuaian dengan hukumnya, hukurdaidisebabkan

ketiadaan sebabnya”.

Hukum dengan sebab hukum atau ‘ilat hukum merupakatu
kesatuan, bahwasannya hukum bergantung padauitain, ia ada sepanjang
‘ilat itu ada dan ia tiada apabila ‘ilat itu itudb tiada. Begitu pula apa yang
dilakukan ulama’ Syafiiyah bagaimana memecahkansata hukum
kewarisankhuntsa musykiluntuk menentukan ketentuan hukumnya hingga
menjadi jelas. Suatu hukum tidak akan berdiri taaganya sebuah sebab
permasalahan hukum tersebut.

Menurut hemat penulis ada sebuah kaidah yang jigga d jadikan
sandaran dalam melihat kaidah hukum lain, kaidahcikyang dimaksud
bahwa seluruh kaidah fikih pada dasarnya, dap&enibalikan pada suatu

kaidah, yaitu:

22&‘«,&&\ g.,.l.z-) Jo el )BJ

“Menolak ke mafsadatan dan mendapat maslahat”.

Kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembemideaadah fikih
adalah upaya agar manusia terhindar dari kesul@andengan sendirinya, ia
mendapat kemaslahatan, jelas bagaimana mengenaiamigsuntsa musykil

dengan jalan pembagian badiuntsa musykiebih kecil, dan menangguhkan

2L Abi Muhamad Al-Silmi,Qawaid al-Ahkam Fi Masail Al-AnanfMesir: Al-Istiqgamah,
t.th), juz, 1, him. 182.
22 Jaih Mubarokop. cit.,hlm. 104.
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sisa dari pembagian waris tersebut, sarkhantsa musykilersebut menjadi
jelas setatus kemusykilannya lalu dibagikan seketntuannya. Mencegah
kemafsadatan hukum dan mendapatkan kemaslahataantzerantar ahli

waris tidak ada yang merasa dirugikan.



